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BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasa! 311
ayat (1) - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib
mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memperolch persetujuan bersama;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang
ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, periu
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016; '



Mengingat :
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 1822};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahanlembaran  Negara
Republik IndonesiaNomor 3312), scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan .Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik
IndonesiaTahun1999 Nomor 7 5,TambahanLcmbaranNcga:a
Republik IndonesiaNomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kecuangan Necgara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembara.n | Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 téntang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); |

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari
Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 3147);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokolér dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416),sebagaimana telah diubah untuk ketiga
kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006

- Nomor 4 Seri E);

P DEWAN

_Mchct_a;pkan

(1)

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH  TAHUN
ANGGARAN 2016,

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daersh  Rp 1.251.621.373.811,00
2. Belanja Daerah Rp 1.251.621.373.811,00
Surplus/Defisit  Rp O |
3. Pembiayaan Daerah: _
a. Penerimaan Rp 0,00
b. Pengeluaran Rp 0.00
Pembiayaan Netto Rp 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenan: Rp 0,00

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

iniiis
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2)

(3)

(4)

(1)

1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlahRp 101.550.987.416,00
b. Dana Perimbangan sejumlah  Rp 948.923.027.955,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang

sah sejumlah Rp 201.147.358.440,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hasil pajak daerah sejumlah  Rp. 12.681.610.783,00
b. Hasil retribusi daerah sejumlah Rp. 3.867.097.590,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp 5.184.403.908,00
d. Lain-lain pendapatan asli dacrah
yang sah sejumlah Rp 79.817.875.135,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil pajak/bagi

hasil bukan pajak sejumlah ~ Rp. 9.099.306.955,00
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 665.680.855.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 274.142.866.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Pendapatan Hibah Rp. 1.822.581.100,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dar

Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya Rp. 36.981.305.340,00
c¢. Dana Penyesuaian dan ‘
Otonomi Khusus Rp. 158.635.472.000,00

d. Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya Rp  3.708.000.000,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.806.103.903.515,00
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b. Belanja Langsung sejumlah Rp.445.517.470.296,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat {l)huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 615.021.301.244,00
b. Belanja bunga sejumlah - Rp. 0,00

c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00

d. Belanja hibah sejumlah Rp. 2.100.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 577.500.000,00 -
f Belanja bagi hasil kepada

provinsi/kabupaten/kota dan

Pemerintah Desa sejumlah Rp. 1.654.922.000,00
h.Belanja bantuan keuangan

kepada provinsi/kabupaten/kota

dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp.185.750.180.271,00
i. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 44.924.501.973,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.191.561.465.514,00

c. Belanja modal sejumlah Rp.209.031.502.809,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 terdiri dari;
a. Penerimaan scjumlah _ Rp. 0,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Anggaran
sebelumnya sejumlah Rp.0,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah
sejumlah ' Rp 0,00
% roxin | AsETES
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¢. Penerimaan kembali

pemberianpinjaman sejumlah ~ Rp0,00
f. Penerimaan piutang daerah

sejumlah Rp 0,00
g Penerimaan kembal investasi

dana bergulir Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf
b, terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
b. Penyertaan modal (investasi} pemerintah daerah

sejumlah Rp 0,00
¢. Pembayaran pokok utang
sejumlah Rp 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah
scjumlah Rp 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

2. Lampiran Il Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDaerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi; _

3. Lampiran il Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja
dan Kegiatan;

S. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
PerJabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi)
Dacrah; .

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah:

10. Lampiran X Daftar .  Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran | XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun
anggaran scbelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasal 6
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dath
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
yang sclanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran,

(2) Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

TR
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 21 Desember 2015

GORONTALO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALQO, PROVINSI GORQNTALO : {6/2015)




